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» KINERJA APARATUR NEGARA

Sistem Birokrasi Disederhanakan

UMBULHARJO—Pemkot Jogja
menyederhanakan birokrasi tintuk
mencapai target lebih efektif dan
efisien. Penyederhanaan birokrasi
ini te dalam Peraturan Wali
Kota (Perwal) No. 40/2023 tentang
Sistem Kerja pada Pemerintah
Yogyakarta.

Penerbitan Perwal tersebut
didasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi (Permenpan-RB
No.7/2022 tentang Sistem Kerja, di
mana menuntut instansi pemerintah
lebih lincah dan fleksibel dalam
pencapaian tujuan organisasi.

Penataan birokrasi sesuai Perwal
No0.40/2023 tersebut dengan
melakukan penyederhanaan struktur
organisasi, penyetaraan jabatan,
hingga penyesuaian sistem kerja
yang dilakukan secara bertahap.
“Tujuan penataan ini agar layanan

birokrasi dapat lebih maksimal dan
target organisasi perangkat daerah
[OPD] juga dicapai dengan efektif
dan efisien,” kata Kepala Bagian
Organisasi Setda Kota Jogja, Patricia
Heny saat ditemui, Rabu (9/8).

Perubahan signifikan dalam
penataan birokrasi di Pemkot
Jogja, menurut Heny, terjadi pada
struktur organisasi tata kerja atau
SOTK. “Kelompok substansi dan sub
koordinator nantinya sudah tidak
ada lagi dalam struktur, karena
langsung masuk di bidang atau
pejabat administrasi, dan pejabatnya
berganti nama menjadi ketua tim
kerja,” katanya.

Tindak lanjut penataan birokrasi
di Pemkot Jogja, menurut Heny,
adalah kepala OPD akan menyusun
tim kerja yang ditetapkan dengan
mengeluarkan surat keputusan. “Jadi
sudah tidak bisa lagi mengeluh

kekurangan personel yang kompeten,
karena satu orang bisa bekerja lintas
bidang, sub bagian bahkan lintas OPD
atau unit kerja lainnya,” katanya.

Heny menjelaskan pegawai yang
bisa bekerja di lintas OPD atau unit
kerja harus memiliki kualifikasi
khusus. “Harus memiliki kompetensi
teknis, manajerial dan sosiokultural
agar bisa berbagi tugas lintas OPD,”
ujarnya.

Untuk sistem kerja juga ditata
agar OPD di lingkungan Pemkot
Jogja memiliki mekanisme kerja
dengan prinsip orientasi pada
hasil, kompetensi, profesionalisme,
kolaborasi, transparansi dan
akuntabel. “Dengan adanya
penyederhanaan birokrasi dan
sistem kerja baru ini, pada dasarnya
bertujuan mengubah budaya kerja
struktural ke budaya inovatif,”
katanya. (triyo Handoko)
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